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ABSTRAK
Kata kunci : Produk hukum daerah, Jaringan, Revolusi Industri

Tesis yang berjudul Pembentukan Produk Hukum Daerah Berbasis Dalam Jaringan
Sebagai Transformasi Pelayanan Hukum Di Era Revolusi Industri bertujuan Untuk
mengetahui bagaimana proses pembentukan produk hukum daerah berbasis dalam
jaringan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, mulai dari proses pengajuan, fasilitasi,
harmonisasi, finalisasi, legalisasi, dan pengundangannya dan mengkaji apakah produk
hukum daerah yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis dalam
jaringan telah memenuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku hingga telah
memenuhi Azas-azas Umum Perundang-undangan yang Baik. Penulisan tesis ini
merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.

Hasil yang diperoleh bahwa Suatu produk hukum daerah yang baik harus memenuhi
persyaratan formil dan materiil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akibat perkembangan teknologi informasi dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan seperti produk hukum daerah banyak daerah dalam pembentukannya
memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan secara umum teknologi informasi dalam
hubungan hukum memang mempunyai landasan hukum tetapi secara khusus dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan penggunaan teknologi informasi belum ada.
Pada uji perundang-undangan atau yudisial review umumnya memang menyangkut aspek
materiil, tetapi juga ada ditemukan uji aspek formil. Penggunaan teknologi informasi
dalam pembentukan produk hukum daerah termasuk aspek formil pembentukan peraturan
perundang-undangan berpotensi menjadikan cacat prosedural, sehingga dalam
penggunaan teknologi informasi dalam pembentukan produk hukum daerah mempunyai
landasan hukumnya.
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ABSTRACT
Keywords: Local law products, Network, Industrial Revolution

The thesis entitled Formation of Network-Based Regional Legal Products as a
Transformation of Legal Services in the Industrial Revolution Era aims to find out how
the process of establishing network-based regional legal products is carried out by the
Government, starting from the process of submission, facilitation, harmonization,
finalization, legalization, and promulgation. and examine whether local legal products
produced by using information technology based on the network have complied with the
applicable legal provisions and norms so that they have complied with the General
Principles of Good Legislation. Writing this thesis is normative legal research, namely
research conducted by examining literature or legal materials in the form of primary legal
materials and secondary legal materials.

The results obtained are that a good regional legal product must meet the formal and
material requirements according to the applicable laws and regulations. As a result of the
development of information technology in the formation of laws and regulations such as
regional legal products, many regions in their formation make use of information
technology. In general, the use of information technology in legal relations does have a
legal basis, but specifically in the formation of laws and regulations the use of information
technology does not yet exist. In statutory tests or judicial reviews, generally it concerns
material aspects, but there are also tests on formal aspects. The use of information
technology in the formation of regional legal products, including the formal aspects of the
formation of laws and regulations, has the potential to cause procedural defects, so that
the use of information technology in the formation of regional legal products has a legal
basis.
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RINGKASAN

Sesuai dengan Perkembangan ilmu, teknologi, yang saat ini memasuki revolusi industri,
penggunaan teknologi informasi merupakan sebuah satu kebutuhan bagi instansi yang diberi
wewenang dalam proses pembentukan produk daerah agar dapat mencapai Kinerja dan
pelayanan yang optimal maka di perlukan aplikasi yang dapat menjadi sebuah sistem pengajuan
rancangan produk hukum daerah berbasis dalam jaringan (daring). Dengan adanya aplikasi ini
pemangkasan birokrasi, pemangkasan anggaran, dan peningkatan kinerja yang tidak terikat
ruang dan waktu bisa terwujud. Dengan adanya aplikasi ini juga menjadikan perangkat daerah
atau stakeholder terkait lainnya yang berkepentingan dalam pembentukan produk hukum daerah
dapat menjalankan proses pengajuan rancangan produk hukum daerah dimana pun dan kapan
pun.

Secara umum Penggunan IT terdapat pada tiga UU : 1. UU 12/2011 tentang Pembentukan
Perundang-undangan 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika jo UU 19/2016
dan 3. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terkait dengan pembentukan peraturan
perundang-undangan hanya UU 12/2011 tetapi dalam Penjelasan Pasal 88 ayat (1):
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media
elektronik dan/atau media cetak. Jadi yang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan
penggunaan IT hanya mengenai penyebar luasan saja.

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terdiri dari asas formil dan
materiil. Asas formil itu meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis tingkatan
dan materi pembuatan. Produk hukum harus dilaksanakan, memperhatikan kedayagunaan dan
kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. sedang asas materiil menyangkut materi
muatan  kondisi khusus daerah bermakna bahwa produk daerah sebagai peraturan yang
mengagregasi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang
diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah.

Sering ditemukan jenis dan materi produk aturan hukum yang diusulkan daerah tidak sinkron
dengan azas hukum dimaksud, sehingga pada tahap pelaksanaan, produk hukum tersebut tidak
dapat dilaksanakan. Kelemahan lain, pemerintah daerah dalam merancang atau membuat produk
hukum daerah adalah tidak simplifikasi atau terlalu rumit, tidak sederhana. Hasil evaluasi juga



ditemukan ada beberapa satuan perangkat kerja daerah membuat aturan masing-masing tanpa
memperhatikan asas hukum atau prinsip hukum tersebut.

Program digitalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah agar
masyarakat semakin mudah berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Lima digitalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Yaitu aplikasi partisipasi
masyarakat (e-partisipasipublik), aplikasi pengundangan peraturan perundang-undangan (e-
pengundangan) dan aplikasi untuk putusan perkara pengujian peraturan perundang-undangan (e-
litigasi).

Dengan ditetapkannya UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011, Pasal 97 ayat (1)
menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara
elektronik

Para ahli hukum, umumnya menyatakan bahwa salah satu ukuran dalam menentukan suatu
peraturan perundang-undangan yang berkualitas dapat dilihat dari tahapan pembentukan suatu
peraturan perundang-undangan (aspek formal). Tidak dipenuhinya asas formal pembentukan
peraturan perundangan berimplikasi cacat pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini
terlihat dalam yudisial review yang di MK dan MA.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku
masyarakat maupun peradaban manusia termasuk dalam pembentukan hukum seperti
pembentukan produk hukum daerah. Banyak kemudahan yang didapat akibat kemajuan teknologi
informasi dibandingkan dilakukan secara konvensional. Untuk memasukkan dalam prosedur
pembentukan Produk Hukum Daerah kedalam penggunaan teknologi informasi merupakan
persoalan hukum yang perlu dipecahkan.

Secara umum ada Ketentuan Pasal 97 UU 13/2022 bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dapat dilakukan secara elektronik. Kemudian lebih rinci Peraturan Bupati Kotawaringin
Timur No. 14 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BERBASIS
DALAM JARINGAN. Untuk melegalisasi Produk HUkum Daerah dengan menggunakan IT,
maka selain harus terinci dan bentuk hukum bisa UU maupun Perda bagi produk hukum daerah.
Suatu produk hukum daerah yang baik harus memenuhi persyaratan formil dan materiil menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat perkembangan teknologi informasi dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan seperti produk hukum daerah banyak daerah dalam
pembentukannya memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan secara umum teknologi
informasi dalam hubungan hukum memang mempunyai landasan hukum tetapi secara khusus
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan penggunaan teknologi informasi belum ada.
Pada uji perundang-undangan atau yudisial review umumnya memang menyangkut aspek materiil,
tetapi juga ada ditemukan uji aspek formil. Penggunaan teknologi informasi dalam pembentukan
produk hukum daerah termasuk aspek formil pembentukan peraturan perundang-undangan
berpotensi menjadikan cacat prosedural, sehingga dalam penggunaan teknologi informasi dalam
pembentukan produk hukum daerah mempunyai landasan hukumnya.
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